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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 

Sementara itu kinerja sebagai kata benda mengandung arti “Thing done”  

(suatu hasil yang telah dikerjakan). Menurut Simamora (2002:423) Kinerja 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, performance atau job 

performance tetapi dalam bahasa Inggrisnya sering disingkat menjadi 

performance saja. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi 

kerja. Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan 

kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Prestasi kerja (performance) 

diartikan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik 

kuantitas maupun mutunya.   

Pengertian di atas menyoroti kinerja berdasarkan hasil yang dicapai 

seseorang setelah melakukan pekerjaan. Sejalan dengan Sedarmayanti 

dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas 

Kerja mendefinisikan Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang 

berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau 

penampilan kerja. (Sedarmayanti, 2001:50). Sedangkan berdasarkan 

Pendapat Prawirosentono Kinerja adalah : 

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral maupun etika”. (Prawirosentono, 2008:2).  

 
Sesuai dengan Pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
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tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tida melanggar hukum, dan sesuai dengan moral 

dan etika. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian,2001:329). Pegawai adalah orang 

yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji 

dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka 

tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan 

tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan 

segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Hasibuan (1999:126) menjelaskan kinerja mempunyai hubungan 

yang erat dengan masalah produktivitas, karena merupakan indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang 

tinggi dalam suatu organisasi. Sedangkan Handoko (1992:785) 

mendefinisikan penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance appraisal) 

adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi 

aparatur. Kegiatan ini dapat mempengaruhi keputusan- keputusan pimpinan  

dan memberikan umpan balik kepada para aparatur tentang pelaksanaan 

kerja mereka. Pengertian lain  menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa: 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 2001:34). 

 Pengertian kinerja menurut Hasibuan di atas bahwa untuk mencapai 

sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan.  

Menurut Anwar Prabu Mangkunagara : “kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai negeri dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya” (Mangkunegara,2006:67). Hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

aparatur, yang menjalankan tugas penuh tanggung jawab, dapat 

mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Akibatnya akan 
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tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Kinerja dalam sebuah 

organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam 

menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan 

maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa job performance atau actual 

perpormance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang atau suatu institusi).  Kinerja merupakan terjemahan dari kata 

performance (Job Performance), secara etimologis performance berasal dari 

kata to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Wibowo 

mengatakan bahwa: 

“Pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil 
kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan 
hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses 
kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 
tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 
cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 
kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi” ( Wibowo, 
2007:7). 

 
Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang 

aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan 

dalam prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan peranan, 

kegiatan dan tugas yang telah ditentukan.  

Kinerja dalam lingkup Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melakukan 

suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Kinerja aparatur dalam 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dapat ditentukan dengan 

pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi. Berhasil 

tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan tergantung 

bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. 

 

2.2  Pengertian Aparatur 

Aparatur pemerintahan merupakan aset yang paling penting yang 

harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah yang harus diperhatikan untuk 

menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan efisien sesuai dengan 



28 
 
bidang kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang 

ada sehingga setiap aparat dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

diembannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut 

Dharma Setyawan Salam dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia, 

menyebutkan bahwa ”aparatur pemerintahan sebagai  social servant  yaitu 

pekerja yang digaji oleh pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis 

pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat” (Salam,2004:169).  

Definisi di atas menerangkan bahwa aparatur merupakan pegawai 

dari sektor negeri atau pemerintahan yang digaji oleh pemerintah untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara teknis sesuai dengan 

tingkat jabatannya dan berfungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat.  

Keberhasilan pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan 

yang  dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah pada dasarnya sangat 

tergantung dari tingkat kemampuan sumber daya aparatur yang dimilikinya 

sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

oleh sebab itu maka faktor SDM sangat berperan penting dalam pencapaian 

tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh  pemerintah. Menurut Buchari 

Zainun dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, menyebutkan 

bahwa ”sumber daya manusia adalah daya atau tenaga atau kekuatan atau 

kemampuan yang bersumber dari manusia” (Buchari, 2001:64). 

Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan aparatur, maka sumber daya 

aparatur pemerintahan merupakan segala daya, tenaga, kekuatan dan 

kemampuan yang bersumber dari aparatur pemerintahan yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Dharma Setyawan, menyebutkan 

bahwa “Aparat Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah 

melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan, melakukan pelayanan 

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku” (Setyawan, 

2004:169).  

Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan 

merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang 
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ada. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan Pasal 

3 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa:  

“Pegawai  Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintah dan pembangunan” (UU Nomor 8 Tahun 1974).  
 
Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan  aparatur dalam 

melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-

masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi, 

objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun 

serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat.  

Profesionalisme juga perlu dilakukan oleh aparatur Kecamatan Girimaya 

Kota Pangkalpinang dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Victor 

M. Situmorang dan Jusuf Muhir mengemukakan bahwa aparatur 

pemerintahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Bersih, 
2. Berwibawa, 
3. Bermental baik, dan 
4. Mempunyai kemampuan profesional yang tinggi. 
(Situmorang, 1994:83). 
 
Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran ideal yang penting dalam 

pelaksanaan pemerintahan, yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. 

Hal ini diperjelas kembali oleh Situmorang bahwa aparatur pemerintahan 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi aparatur pemerintahan sebagai abdi negara yakni: 
a. Sebagai pemikir, 
b. Sebagai perencana, 
c. Sebagai penggerak pembangunan, 
d. Sebagai pelaksana dari tugas-tugas umum pemerintah 

danpembangunan, dan 
e. Sebagai pendukung kelancaran pembangunan. 

2. Fungsi aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat, yakni: 
a. Melayanai masyarakat, 
b. Mengayomi masyarakat, 
c. Menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarkat  
d.  Membina masyarakat, dan  
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e. Tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang   
hidup dalam masyarakat.  

(Situmorang, 1994: 84-85) 
Berdasarkan pengertian di atas, bahwa seorang aparatur adalah abdi 

bagi pemerintah maupun masyarakat. Aparatur dianggap sebagai bawahan 

pemerintah untuk melayani masyarakat, dalam hal ini aparatur Kecamatan 

Girimaya Kota Pangkalpinang dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) harus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat hal ini 

sebagai wujud pengabdian kepada pemerintah maupun masyarakat. Salah 

satu pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Girimaya Kota 

Pangkalpinang adalah pembuatan e-KTP. 

 

2.3  Kinerja Aparatur 

Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja 

perorangan (individual performance) dengan kinerja organisasi (organization 

performance). Suatu organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun 

kecil dalam tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan 

yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan 

sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya 

dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang atau kinerja 

aparatur dalam organisasi tersebut. Terdapat beberapa pengertian dari 

kinerja aparatur yang diungkapkan oleh beberapa pakar berikut ini: 

Adapun pengertian kinerja aparatur yang dikemukakan oleh Agus 

Dharma dalam bukunya Manajemen Prestasi yaitu sebagai berikut: “Kinerja 

aparatur adalah sesuatu yang dicapai oleh aparatur, prestasikerja yang 

diperhatikan oleh aparatur, kemampuan kerja dikaitkan dengan penggunaan 

peralatan kantor”. (Dharma, 1991:105) 

Sejalan dengan pengertian tersebut, A.A. Anwar Prabu 

Mangkunegara dalam bukunya “Evaluasi Kinerja SDM”, mengatakan bahwa: 

“Kinerja aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seseorang aparatur dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikankepadanya”. 
(Mangkunegara,2005:9). 
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Sedangkan pengertian kinerja aparatur menurut Bambang 

Kusriyanto yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya Teori 

Administrasi Publik adalah “Kinerja aparatur adalah hasil kerja perseorangan 

dalam suatu organisasi”. (Pasolong, 2007:175) 

Berdasarkan pengertian kinerja aparatur dari beberapa pendapat ahli 

diatas, dapat ditafsirkan bahwa kinerja aparatur erat kaitannya dengan hasil 

pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat 

menyangkut kualitas, kuantitas, dan  ketepatan waktu. Kinerja aparatur tidak 

hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja tetapi juga 

sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya. 

Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsure aparaturnya 

karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam 

tampilan kerja dari aparaturnya. Kinerja dalam organisasi merupakan 

jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Para Pegawai Negeri Sipil sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat 

buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pegawai 

tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 

organisasi dalam suatu instansi pemerintahan menghadapi krisis yang 

serius. Teori kinerja dari Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi 

Publik di Indonesia terdapat indikator kinerja, yaitu: 

1. Produktivitas 
karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu yang muncul dalam 
bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya 
individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas 
kehidupannya. 

2. Kualitas layanan 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 
public, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanaan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian 
kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai  
kinerja organisasi publik. 

3. Responsivitas  
kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator 
kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan 
organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya. 

4. Responsibilitas  
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Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 
organisasi,baik yang eksplisit maupun implisit. 

5. Akuntabilitas  
Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih 
oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 
digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan 
organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

     (Dwiyanto, 2008:50-51). 
 

Berdasarkan pengertian kinerja pemerintahan di atas, maka kinerja 

pemerintahan berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang 

berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau 

tugas pemerintahan. 

 

2.4   Electronic Government (e-Government) 

2.4.1  Defenisi  e-Government 

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat berdampak pada 

perubahan sosial, budaya dan membuat jarak antar negara makin dekat. 

Kemajuan tersebut berdampak pada tata pemerintahan. Masyarakat 

menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efesien yang diberikan 

pemerintah. Implementasi teknologi informasi pada pemerintahan dengan 

istilah e-Government diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang 

diinginkan masyarakat. Pengertian e-Government menurut Richardus Eko 

Indrajit adalah: 

“Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara 
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 
berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan 
teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki 
mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan” (Indrajit, 2004:4-5). 
 
Melalui e-Government dapat terciptanya hubungan secara elektronik 

antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai 

informasi dan layanan dari pemerintah, melaksanakan perbaikan dan 
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peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik, menuju good 

governance. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi e-Government 

diharapkan dapat merubah sistem pelayanan pada manajemen 

pemerintahan dan dapat dimanfaatkannya dengan baik. Menurut Edi 

Sutanta E-Government  yaitu:  

"E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat 
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 
Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk 
baru, seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah kepada 
pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha. (Sutanta, 
2003:150). 
 
Berdasarkan  pengertian  diatas,  penggunaan  teknologi  informasi  

yang  ada disuatu  instansi  pemerintah  memiliki  fungsi  yaitu  berguna  

dalam  meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 

Selain dengan pihak-pihak lain, penggunaan teknologi ini menghasilkan 

hubungan bentuk baru seperti pemerintah kepada  masyarakat,  pemerintah  

kepada  pemerintah  atau  instansi  lainnya  dan pemerintah kepada 

pengusaha. 

Menurut Bank Dunia (Word Bank) yang dikutip Richardus Eko Indrajit 

dalam bukunya yang berjudul  Electronik Government, mendefinisikan  e-

Government sebagai berikut:  

“E-Government refers to the use by government agencies of 
information technologies (such as wide area network, the internet 
and mobile computing) that have the ability to transform relations with 
citizen, businesses, and other arms of government (E-Government 
mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga 
pemerintahan (seperti area network  yang luas,  internet  dan  mobile  
komputer) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan 
dengan penduduk, pebisnis dan cabanglain dari pemerintah”.(Indrajit, 
2006:2).    
 
Berdasarkan definisi di atas,e-Government merupakan pemerintahan 

yang berbasis elektronik dengan sistem komputerisasi.  e-Government dapat 

menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan 

pemerintah, dan pemerintah dengan pihak swasta yang mempunyai 

kepentingan. 
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2.4.2  Manfaat e-Government 

Implementasi e-Government harus segera dilaksanakan, karena 

mempunyai banyak manfaatnya. Dua negara besar yang terdepan dalam 

mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris 

melalui Al Gore dan Tony Blair menggambarkan manfaat e-Government 

bagi suatu negara, antara lain: 

1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para 
stakeholder-nya (Masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) 
terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efesiensi di berbagai 
bidang kehidupan bernegara; 

2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep 
Good Corporate Governance; 

3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 
interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan maupun stakeholder-
nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 

4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan 
sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan 
pihak-pihak yang berkepentingan; dan  

5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat 
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang 
dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend 
yang ada; serta 

6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara 
merata dan demokratis 

(dalam Indrajit, 2004:5). 

 

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan 

sarana dan prasarana. Melalui penerapan e-Government yang tepat akan 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena e-

Government adalah salah satu unsur pendukung pemerintah dalam 

pembangunan. 

 

2.5  e-KTP   

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Kartu Tanda 

Penduduk disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri 

yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga 
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Negara Indonesia. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, 

termasuk: 

1. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 
2. Nama lengkap 
3. Tempat dan tanggal lahir 
4. Jenis kelamin 
5. Agama 
6. Status perkawinan 
7. Golongan darah 
8. Alamat 
9. Pekerjaan 
10. Kewarganegaraan 
11. Foto 
12. Masa berlaku 
13. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP 
14. Tandatangan pemegang KTP 

      (Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006) 

 
Berdasarkan pengertian di atas, bahwa KTP merupakan salah satu 

bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia. Setiap 

penduduk 17 tahun, atau telah pernah menikah wajib memiliki KTP, masa 

berlaku KTP bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia 60 tahun masa 

berlaku KTP adalah seumur hidup, KTP diterbitkan untuk permohonan baru, 

terjadi perubahan data, rusak, hilang dan habis masa berlakunya. 

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan 

nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang 

tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas 

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di 

e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, 

Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 

13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk) 

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik 

yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau 

tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan
http://id.wikipedia.org/wiki/Nama
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Foto
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tandatangan&action=edit&redlink=1
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antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan 

bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.  

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah 

diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar 

dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat 

dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu 

tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses 

pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu 

adalah sebagai berikut:  

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari 

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua 

jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi 

untuk e-KTP karena alasan berikut: 

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain 
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores 
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar 
(Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006). 

 
e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di 

Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu 

KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang 

menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi 

peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan 

menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal 

berikut: 

1. Menghindari pajak 
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh 

Kota Mengamankan korupsi. 
3. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris) 
(Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006). 
 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa e-KTP merupakan salah satu 

bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia yang telah 

berusia 17 tahun, atau telah pernah menikah, dengan menggunakan sistem 
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keamanan / pengendalian, baik dari segi administrasi maupun teknologi 

informasi yang berbasis pada database kependudukan nasional. 

 

2.5.1  Proses Pembuatan e-KTP 

Proses pembuatan e-KTP, masyarakat melakukannya melalui 

beberapa tahap, mulai dari RT, Kantor Kelurahan atau Desa sampai dengan 

Kantor Kecamatan. Proses Pembuatan e-KTP, Kurang Lebih Sama dengan 

Pembuatan SIM dan Passport (tata cara, prosedur). Sebelum pembuatan e-

KTP  adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :  

1. Berusia 17 tahun atau lebih. 
2. Menunjukan surat pengantar. 
3. Mengisi formulir F1.01 
4. Foto Kopi Kartu Keluarga. 
5. Proses pembuatan e-KTP. 
(http://www.e-ktp.com/viewer 23/10/2012 21:00) 
 
Setelah persyaratan terpenuhi adapun tata cara pembuatan e-KTP yaitu: 

1. Penduduk datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan. 
2. Pemohon mengambil no antrean. 
3. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean. 
4. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan. 
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database. 
6. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung. 
7. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam 

tandatangan. 
8. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata. 
9. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat 

panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah 
melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari. 

10. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil. 
(http://www.e-ktp.com/viewer 23/10/2012 21:10) 

 

Proses pencetakan e-KTP paling lambat 2 minggu setelah pembuatan. 

Berikut dibawah ini contoh e-KTP yang sudah jadi. 
 

 

 

 

 

 

http://www.e-ktp.com/
http://www.e-ktp.com/


38 
 

Gambar 2.2 

Bagian Depan e-KTP 

 

 

 

Gambar 2.3 

Bagian Belakang e-KTP 

 

 


